BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pokok permasalahan

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi Repo saham wajib mengakibatkan peralihan hak milik atas objek
saham yang bersangkutan. Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan
kewajiban peralihan hak milik tersebut adalah bahwa para pihak dalam kontrak
Transaksi Repo saham yang bersangkutan, wajib mencantumkan butir
kesepakatan mengenai adanya peralihan hak atas kepemilikan saham tersebut.
Selain itu sehubungan dengan kewajiban peralihan kepemilikan tersebut,
berdasarkan SEOJK Repo, pihak penjual wajib menyerahkan efek yang dibeli
kepada pihak pembeli pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo
pembelian kembali, pihak penjual juga wajib membayr harga yang telah
disepakati sebelumnya untuk mendapatkan kembali sahamnya. Sedangkan
kewajiban pihak pembeli adalah membayar harga efek yang telah disepakati
kepada pihak penjual pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo
pembelian kembali, pihak pembeli menyerahkan kembali efek yang bersangkuan
kepada pihak penjual. Akibat hukum terhadap gagalnya pembeli untuk
menyerahkan kembali saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali
kepada penjual adalah didudukkannya pihak pembeli tersebut sebagai pihak
yang cidera janji atau wanprestasi. Dalam hal ini, pihak penjual dapat
mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak pembeli tersebut baik melalui
pengadilan ataupun lembaga arbitrase sesuai kesepakatan para pihak dalam
kontrak Transaksi Repo. Selain itu dalam hal terjadi demikian, penjual juga
dapat menarik BEI sebagai pihak yang menyelenggarakan perdagangan efek di
Indonesia untuk dimintakan pertanggungjawabannya dalam kedudukannya

sebagai turut tergugat.

2. SEOJK Repo secara ketat mengatur bahwa para pihak dengan cara apapun tidak
diperkenankan membatasi hak atas kepemilikan objek Transaksi Repo dan oleh
karenanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar lebih terjaminnya kembalinya

saham penjual pada saat jatuh tempo pembelian kembali seperti memasukkan
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klausul larangan bagi pihak pembeli untuk mengalinkan objek saham Transaksi
Repo atau memasukkan klausul kewajiban bagi pihak pembeli untuk terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak penjual apabila hendak mengalihkan
objek saham yang bersangkutan kepada pihak ketiga, tampaknya tidaklah dapat
dilakukan sebab upaya-upaya tersebut membatasi hak kepemilikan atas objek
Transaksi Repo. Dengan demikian dari analisis yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan belum memberikan

perlindungan terhadap penjual dalam Transaksi Repo saham di BEI.

5.2. Saran

Dari seluruh analisa yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan dan

mungkin dilaksanakan terhadap pemasalahan tersebut adalah:

1. Pihak penjual dalam Transaksi Repo dapat memasukkan klausula pembatalan
perjanjian apabila pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham penjual
saat jatuh tempo pembelian kembali. Pasal 1265 KUHPer menyebutkan bahwa
apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan
perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-
olah tidak pernah ada suatu perikatan.?®® Dengan demikian, apabila pihak
pembeli tidak dapat menyerahkan kembali saham pihak penjual pada saat jatuh
tempo pembelian kembali maka perjanjian menjadi batal dan pihak penjual
berhak mendapatkan kembali sahamnya sebagaimana pada keadaan semula

sebelum terjadinya perjanjian.

2. Pihak penjual dalam Transaksi Repo dapat meminta kepada pihak pembeli agar
diadakan penanggungan resiko seperti asuransi terhadap objek saham
Transaksi Repo yang bersangkutan sehingga apabila pembeli cidera janji saat
jatuh tempo pembelian kembali, penjual setidaknya dapat segera
meminimalisir kerugian yang terjadi dengan melakukan klaim terhadap pihak

penanggung.

269 Suharnoko, “Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)”, Op. Cit., him 62.
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